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FENTANG
PERPANIANGAN IZIN OPERANIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIRAN ANAR USIA DINT(PAUD)
“PAUD AL-MUSLIMART

NEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

Naeeadus a Surat Permohonan Perpanjang 1zin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dimi PAUD AL-MUSLIMAH an SITTI AMANAH ROSMIATI
Selaku Pengelola Nomor 122022, Tanggal | Desember 2022,
Morssmhang a  Bahwa Untuk Kelancaran Peclaksanaan Penyelenggaraan“PAUD AL-
MUSLIMAH" yang terletak di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton
Utara, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan I[zin
Operasional penyclenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD);
b Bahwa lzin operasional Dapat Diberikan Dalam Batas Ketentuan Hukum
Dan Peratuaran Yang Berlaku.
¢ Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pada Huruf A Dan B Di Atas, Perlu
Ditctapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton
Utara.

Mengingat . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah:;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

4. Peraturan Pemerintha Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar
Sekolah,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Peran Sena
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemenintah Nomor 39 Tahun 1992 Teptang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi,

&  Perawran Pemenntah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Non Formal Dan Informal,

10. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Kabupaten Buton Utara;

Il. Peraturan Menten Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor $8
Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

12 Peraturan Menten Pendidikan Dan Kebudayaan Noamor 01 Tahun 2012
lentang  Orgamsasi Dan Tata Kenpa Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan schagaimana telah diubah beberapa Kali terakhur dengan
Peraturan Menten Pendidikan Nomaor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua A Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01

Tahun 2012 1emang Organisant Dan Tata Kena Kementenian Pendidikan
Dan Kebudayaan
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Menetapkan

Pertana

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan :

CENOOAWNS

Bupat Buton Utara (Sebagal Laporan )
DPRD Buton Utara DI Buranga { Untuk Diketahul )
Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS DI Jokarta;

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebuy
Direktur Jendral Paud-Dikmas DI Jokarin;
Kopala PB PAUD dan DIKMAS 3
Pengawas PLS DI Wilayah Kabupaten Buton Utara;

m Bersangkutan Untuk Diketahul Dan Dilaksanakan;

L4 Perntwan Montert Pondidiknn Dan: Kebuduyann Republik Indonenin No
R Tahn 2014 tontnng Pondidikan Satuan Pondidikon Annk Usin Dini,

1 Porntwan Montorl Pondidikan Dan Kebudaynnn Republik - Indonesia

Nomor I8 Tahun 2008 tentang Ponyodinnn Pelayanan Pendidikan Annk

Ut Dingy

Poratiran: Montort Pondidiknn Dian Kobudnynnn - Ropublik  Indonesin

Nomor 137 tentang Standar Naxvtonnl Pendidikon Anak  Usdn Dini

(PAVDY,

16, Poraturan Monteri Pendidikan Dan Kebudaynwan  Republik  Indonesia
Nomor 4o Tuhun 20 14 tentang Kurlkulum 2013 PAUD,

(S

Memberikan Tzin Operasional ponyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) kopnda sauduri SITTI AMANAIL ROSMIATI Solaku Pengelola
PAUD AL- MUSLIMAN yung berkodudukan di Kel. Lipu, Kee, Kullsusu,
Kab. Buton Utara

lzin- Operasional  penyolongguraan  kegintan belajar tersebut diperpanjang

terhitung mului tanggal 14 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023,
Pemegang izin ini wajib :

. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)torsebut hingga
dupat memenuhi fungsi sosial terhudap masyarakat.

b. Menaati peraturan dan porundang-undangan yang berlaku atas kegiatan
yang akan ditentukan kemudian,

¢. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang
ditentukan,

d.

Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya -30 (tiga
puluh) hari sobelum masa berlaku izin berakhir,

Keputusan ini mulai berlaku sejok tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Buranga
] . ;

Pembina/Utama

/) NIP.' (9670523 1492203 1 006

dayaan Provinsl Sulawes! Tenggara di Kendarl;

ulewesi Tenggara di Kendari;
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